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ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  POKOK UANG BERUPA PENGGANTI  DALAM PERKARA
 TINDAK PIDANA KORUPSI  (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/PID.SUS/2024)

Yulika Margaretha Br. Manurung
(235114083)
Pembayaran uang pengganti pada kasus tindak pidana korupsi, mampu menyelematkan uang negara yang dikorupsi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi, kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 terkait pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berlakunya suatu norma dalam putusan pengadilan khususnya terhadap kasus pembebanan uang pengganti dalam putusan di Pengadilan Tipikor. Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi tidak mempunyai aturan konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai  atau dibolehkan secara mencicil. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2015  dibenarkan pembayaran uang pengganti yang dibayar secara diangsur sampai lunas. Namun dampak dari dipraktikkannya mekanisme tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas tidaknya uang penggati tersebut, dan konsekuensi hukum terhadap terpidana yang membayar uang pengganti  dalam persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti. Hasil penelitian yaitu kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi adalah penanganan perkara tindak pidana korupsi telah dilakukan secara luar biasa akan tetapi masih terdapat kendala menyangkut perampasan aset yang belum ada payung hukumnya, penyitaan asset, dan audit perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak sampai kepada tataran mengalirnya uang dan Persepsi Jaksa Eksekutor atas amar putusan Hakim. Pertimbangan hukum hakim dalam Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 terkait pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi adalah  terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti yang dikonversikan dengan uang yang telah dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum

Kata Kunci : Tindak Pidana, Uang Pengganti,  Korupsi.
[image: 2025-10-22 22-48-08_0134]

	73		


image1.jpeg
ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE MAIN CRIMINAL ACT OF MONEY IN THE FORM OF
A SUBSTITUTION IN THE CASE OF
CORRUPTION CRIMINAL ACT
(Study of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 110
K/PID.SUS/2024

Yulika Margaretha Br. Manurung
(235114083)

Payment of replacement money in corruption cases can save state money that has been
corrupted. The formulation of the problem in this study is how the mechanism for payment
of replacement money to return state losses in corruption cases, the obstacles Jfaced in the
process of payment of replacement money o return state losses in corruption cases, how
the legal considerations of judges i the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 110 K / Pid.Sus / 2024 related to payment of replacement money to return state
losses in corruption cases. The method used is a normative legal approach. This study was
condhucted to determine the application of a norm in court decisions, especially in cases of
imposing replacement money in decisions at the Corruption Court. The mechanism for
payment of replacement money to return state losses in corruption cases does not have
concrete rules in the law regarding the method of payment must be in cash or is allowed in
installments. In the Circular of the Attorey General in 2015, it is permitted 10 pay
replacement money in installments until it is paid in full. However, the impact of the
implementation of this mechanism will make the certainty of the prison term which is a
subsidiary of the substitute money sentence uncertain, due to the uncertainty of whether or
ot the substitute money will be paid off, and the legal consequences for convicts who pay
the substitute moncy in a certain percentage of the total amount of the substitute moncy.
The results of the study, namely the obstacles faced in the process of paying substitute
money to return state losses in corruption cases, are that the handling of corruption cases
has been carried out in an extraordinary manner, but there are still obstacles concerning
the confiscation of assets that do not yet have a legal umbrella, confiscation of assets, and
audits of the calculation of state financial losses that do not reach the level of the flow of
money and the Perception of the Executing Prosecutor regarding the Judge's verdict. The
legal consideration of the judge in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number
110 K/Pid.Sus/2024 regarding the payment of replacement money for the return of state
losses in corruption cases is that the defendant has enjoyed money from the crime, so based
on Article I8 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, the

tenced o pay replacement money converted with money that the Defendant

the Public Prosecutor





